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ABSTRACT 

 

The title of this research is the analysis of transparency and accountability of village fund 

allocations in Malangke District which aims to describe transparency, accountability for 

implementation and accountability for the management of Village Fund Allocations in 

Benteng Village, Malangke District. This study uses descriptive qualitative analysis methods, 

namely methods that describe or describe in full and in depth about social reality and various 

phenomena that occur in society. This study found that the implementation phase of the 

Village Fund Allocation (ADD) in Benteng Village, Malangke Subdistrict had implemented 

the principles of transparency and accountability with the existence of banners and 

information boards posted by the village government every time they carried out physical 

activities funded from the Village Fund Allocation (ADD). Meanwhile, at the accountability 

stage, the Village Fund Allocation (ADD) in Benteng Village, Malangke District, is 

physically appropriate, but the administration is still not fully carried out due to limited 

knowledge of human resources in the financial sector. 
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PENDAHULUAN 

 Akuntansi pemerintahan 

merupakan salah satu bidang ilmu 

akuntansi yang saat ini berkembang pesat 

seiring dengan perkembangan zaman. Hal 

ini dikarenakan adanya tuntutan 

transparansi dan akuntabilitas politik atas 

dana-dana masyarakat yang dikelola 

pemerintah, sehingga memunculkan 

kebutuhan atas penggunaan akuntansi 

dalam mencatat dan melaporkan kinerja 

pemerintah. Akuntansi pemerintah 

memiliki tujuan pokok yaitu 

pertanggungjawaban, manajerial, dan 

pengawasan. Pertanggujawaban yang 

dilakukan pemerintah merupakan 

perwujudan dari penyediaan informasi 

mengenai setiap tindakan atau kegiatan 

dan pengelolaan keuangan yang dilakukan 

pemerintah selama satu periode. Akuntansi 

pemerintah juga harus menyediakan 

informasi yang diperlukan dalam proses 

manajerial seperti perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan, pengawasan 

dan evaluasi kinerja pemerintah. 

Akuntansi pemerintah juga harus 

memungkinkan terselenggaranya 

pemeriksaan oleh aparat pengawasan 

fungsional secara efektif dan efisien. 

 Desa sebagai sistem pemerintahan 

terkecil menuntut adanya pembaharuan 

guna mendukung pembangunan desa yang 

lebih meningkat dan tingkat kehidupan 

masyarakat desa yang jauh dari 

kemiskinan. Berbagai permasalah yang 

ada di desa sangat kompleks, menjadikan 

alasan desa untuk berkembang. Kemajuan 

pembangunan disetiap desa tidak kalah 

pentingnya. Pembangunan ini juga 

memerlukan perencanaan, pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban. Pembangunan desa 

harus mencerminkan sikap gotong royong 

dan kebersamaan sebagai wujud 

pengamalan sila-sila dalam pancasila demi 

mewujudkan masyarakat desa yang adil 

dan sejahtera. Perencanaan pembangunan 

desa tidak terlepas dari perencanaan 

pembangunan kabupaten, sehingga 

perencanaan yang dibuat tersebut bisa 

tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan 

desa harus sesuai dengan apa yang telah 

direncanakan dalam proses perencanaan 

dan masyarakata berhak mengetahui dan 

melakukan pengawasan terhadap kegiatan 

pembangunan desa. 

 Guna menghindari kecurangan saat 

proses pengelolaan ADD, semua lapisan 

melalui aparat yang berwewenang hingga 

masyarakat harus mengetahui konsep dasar 

akuntabilitas dan transparansi agar tidak 

adanya sikap apatis dan menjalankan 

segala sesuatu mulai dari perencanaan, 

pengelolaan hingga pertanggungjawaban. 

Konsep dasar akuntabilitas di dasarkan 

pada klasifikasi respontabilitas  manajerial 

pada tiap lingkungan dalam organisasi 

yang bertujuan untuk pelaksaan kegiatan 

pada tiap bagian. Masing-masing individu 

tiap jajaran aparatur bertanggungjawab 

atas setiap kegiatan yang dilakukan pada 

bidangnya. Konsep inilah yang 

membedakan adanya kegiatan yang 

terkendali dengan yang tidak terkendali. 

Kegiatan yang terkendali merupakan 

kegiatan yang dapat dikendalikan dan 

dipertanggungjawabkan oleh seseorang 

atau suatu pihak. Ini berarti kegiatan 

tersebut adalah kegiatan yang terencana 

dan terlaksana dengan baik serta dapat 

dipertanggungjawabkan dan dinilai 

hasilnya oleh pihak yang berwewenang. 

 Peran besar yang diterima oleh 

desa, tentunya disertai dengan 

tanggungjawab yang besar pula. Oleh 

karena itu pemerintah desa harus bisa 

menerapkan prinsip akuntabilitas dan 

transparansi dalam tata pemerintahannya, 

dimana semua akhir kegiatan 

penyelenggaraan pemerintah desa harus 

dapat dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat desa. Pemerintah Desa 

berperan penting dalam pembangunan 

maupun dalam tahap perencanaan dan 

penganggaran, pemerintah desa harus 

melibatkan masyarakat desa yang 

dipresentasikan oleh Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga 

program kerja dan kegiatan yang disusun 

dapat mengakomodir kepentingan dan 

kebutuhan masyarakat desa serta sesuai 



dengan kemampuan yang dimiliki oleh 

desa tersebut. Selain itu pemerintah desa 

harus bisa menyelenggarakan pencatatan, 

atau minimal melakukan pembukuan atas 

transaksi keuangannya sebagai wujud 

pertanggungjawaban keuangan yang 

dilakukannya (Sari, 2020). 

 Pemerintah desa sebagai 

representasi sektor publik harus 

memberikan pelayanan terbaik kepada 

masyarakat dan menetapkan asas-asas 

pemerintahan yang baik seperti 

transparansi dan akuntabilitas yang 

merupakan wujud penyampaian 

pertanggungjawaban dari pemerintah 

kepada masyarakat. Akuntablitas juga 

berisi informasi kinerja yang dapat 

dimanfaatkan dan dianalisis untuk 

pengambilan keputusan atau melakukan 

perubahan kebijakan-kebijakan yang 

dianggap kurang tepat, selain itu 

akuntabilitas dan transparansi juga dapat 

digunakan untuk meminimalisir 

kemungkinan terjadinya penyimpangan-

penyimpangan dalam melaksanakan 

pelayanan kepada masyarakat.  

 Pengelolaan Alokas Dana Desa 

(ADD) yang transparansi dan akuntabilitas 

akan memberikan dampak positif untuk 

pemerintah desa, karena akuntabilitas akan 

menunjukkan seberapa baik kinerja 

pemerintah desa dalam menjalankan 

pemerintahannya, meningkatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintahan desa, pencegahan 

penyelewengan keuangan desa, dan akan 

mempercepat pencapaian tujuan 

pembangunan desa. Salah satu kasus 

pengelolaan ADD yang  tidak transparan 

terjadi di desa Baumata Kecamatan 

Taebenu Kabupaten Kupang, yaitu kepala 

desa yang menyelewengkan dana sebesar 

30 Juta untuk kepentingan Pribadi 

Kompas.com, Sabtu (19/12/2019). Dan di 

desa Panaungan Kecamatan Sipirok 

sebesar Rp 80 Juta yang dilakukan oleh 

kepala desa untuk kebutuhan pribadi 

Kompas.com, Sabtu (27/3/2020). Contoh 

diatas merupakan kurangnya 

pertanggungjawaban serta transparasi 

pemerintah desa, masalah yang dihadapi 

oleh pemerintah desa akibat pengelolaan 

keuangan yang bermasalah dan kurangnya 

sumber daya manusia yang handal untuk 

melakukan pencatatatan atau pembukuan 

atas transaksi-transaksi yang terjadi selama 

pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). 

 Penelitian terdahulu Putra et al., 

2017 di desa Bubunan Kec. Seririt Kab. 

Buleleng menyatakan lemahnya sumber 

daya manusia aparatur desa dalam 

melaksanakan tugas mempengaruhi kinerja 

pemerintah desa, disamping juga 

keterlambatan dana masuk juga 

mempengaruhi pelaksanaan program, dan 

kurangnya partisipasi masyarakat dalam 

pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). 

Dan penelitian Laksono, 2019 di desa 

Wonosari Kec. Tempurejo Kab. Jember 

menyatakan pengelolaan alokasi dana desa 

telah dilaksanakan sesuai tugas pokok dan 

fungsi badan permusyawaratan desa 

dengan membentuk infrastruktur desa dan 

peraturan pusat namun, disamping itu juga 

memiliki faktor penghambat kurangnya 

SDM aparatur pemerintahan desa.  

 Hasil dari uraian penelitian 

terdahulu yaitu sebagian masyarakat desa 

belum memahami fungsi dari dana desa 

dan kurangnya partisipasi masyarakat 

dalam mengungkapkan aspirasinya serta 

kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) 

pada aparatur desa yang menyebabkan 

sebagian aparatur desa belum memahami 

tentang alokasi dana desa. Oleh karena itu 

peneliti tertarik  untuk meneliti tentang 

Analisis Transparansi dan Akuntabilitas 

Alokasi Dana Desa di Kecamatan 

Malangke. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Desa 

 Menurut Undang - undang No. 6 

Tahun 2014, Desa adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur 

dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal 

usul, dan/atau hak tradisional yang diakui 



dan dihormati dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Syarat dalam pembentukan sebuah desa, di 

antaranya sebagai berikut: 

a. Batas usia desa induk paling sedikit 

(lima) tahun terhitung sejak 

pembentukan; 

b. Jumlah penduduk; 

c. Wilayah kerja yang memiliki akses 

transportasi antarwilayah; 

d. Sosial budaya yang dapat 

menciptakan kerukunan hidup 

bermasyarakat sesuai dengan adat 

istiadat Desa; 

e. Memiliki potensi yang meliputi 

sumber daya alam, sumber daya 

manusia, dan sumber daya ekonomi 

pendukung; 

f. Batas wilayah desa yang dinyatakan 

dalam bentuk peta desa yang telah 

ditetapkan dalam peraturan 

Bupati/Walikota; 

g. Sarana dan prasarana bagi 

pemerintahan desa dan pelayanan 

publik; dan 

h. Tersedianya dana operasional, 

penghasilan tetap, dan tunjangan 

lainnya bagi perangkat Pemerintah 

Desa sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undnagan. 

 Desa memiliki wewenang di 

bidang penyelenggaraan pemerintahan 

desa, pelaksanaan pembangunan desa, 

pembinaan masyarakat, pemberdayaan 

masyarakat. Kewenangan desa meliputi 

kewenangan berdasarkan hak asal usul, 

kewenangan lokal berskala desa, 

kewenangan yang ditugaskan oleh 

pemerintah, pemerintah daerah provinsi, 

atau pemerintah daerah kabupaten / kota. 

Pemerintah desa adalah penyelenggaraan 

urusan pemerintahan oleh Pemerintahan 

Desa dan Badan Permusyawaratan Desa 

dalam mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan asal – usul dan adat istiadat 

setempat yang diakui dan dihormati dalam 

sistem pemerintahan.  

 

Alokasi Dana Desa (ADD) 

  Menurut Undang-undang No. 6 

Tahun 2014 dana desa adalah dana yang 

bersumber dari anggaran pendapatan dan 

belanja negara yang diperuntukkan bagi 

desa yang ditransfer melalui anggaran 

pendapatan dan belanja daerah 

kabupaten/kota dan digunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan, pembangunan pembinaan 

kemasyarakatan, dan pemberdayaan 

masyarakat. Alokasi Dana Desa adalah 

dana perimbangan yang diterima 

kabupaten / kota dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah setelah 

dikurangi Dana Alokasi Khusus.  

Sedangkan menurut Rusyanto 

(2017) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah 

bagian keuangan desa yang diperoleh dari 

bagi Hasil Pajak Daerah dan bagian dari 

Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan 

Daerah yang diterima oleh kabupaten, 

ADD dalam APBD kabupaten/kota 

dianggarkan pada bagian pemerintah desa, 

dimana mekanisme pencairannya 

dilakukan secara bertahap atau disesuaikan 

dengan kemampuan dan kondisi 

pemerintah daerah. 

Selain itu adapun tujuan dari Alokasi 

Dana Desa (ADD) yaitu untuk 

meningkatkan kemampuan lembaga 

kemasyarakatan dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengendalian 

pembangunan sesuai dengan potensi desa, 

penanggulangan kemiskinan dan 

pengurangan kesenjangan, peningkatan 

perencanaan dan penganggaran 

pembangunan ditingkat desa dan 

pemberdayaan masyarakat, peningkatan 

infrastruktur pedesaan, peningkatan 

pendalaman nilai-nilai keagamaan, sosial 

budaya dalam rangka mewujudkan 

peningkatan sosial, meningkatkan 

pendapatan desa melalui BUMDesa 

(Rusyanto, 2017). 

Transparansi  

Transparansi pada pasal 4 ayat 7 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia No. 37 Tahun 2007, tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 



dikatakan transparan adalah prinsip 

keterbukaan yang memungkinkan 

masyarakat untuk mengetahui dan 

mendapatkan akses informasi seluas-

luasnya tentang keuangan desa. 

Berdasarkan undang-undang Republik 

Indonesia nomor 14 tahun 2008 tentang 

keterbukaan informasi publik menganggap 

bahwa informasi merupakan kebutuhan 

pokok setiap orang bagi pengembangan 

pribadi maupun lingkungan sosialnya serta 

merupakan salah satu bagian penting bagi 

ketahanan nasional.  

 Menurut Setiawan et al., (2017) 

transparansi adalah suatu dasar yang 

dibangun berdasarkan kebebasan 

memperoleh informasi. Informasi yang 

berkaitan dengan kepentingan publik 

secara langsung dapat diperoleh oleh 

mereka yang membutuhkan. Adapun 

tujuan transparansi dalam penyelenggaraan 

pemerintah desa yaitu: 

a. Salah satu wujud pertanggungjawaban 

pemerintah kepada masyarakat. 

b. Upaya peningkatan manajemen 

pengelolaan pemerintahan. 

c. Upaya peningkatan manajemen 

pengelolaan dan penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik dan 

mengurangi kesempatan praktik 

korupsi kolusi dan nepotisme.  

 

Akuntabilitas  

 Akuntabilitas (accountability) 

adalah kewajiban untuk memberikan 

pertanggungjawaban atau menjawab dan 

menerangkan kinerja serta tindakan 

seorang badan hukum pimpinan suatu 

organisasi kepada pihak yang memiliki 

hak atau berkewenangan untuk meminta 

keterangan atau pertanggungjawaban 

penelitian yang dilakukan oleh (Cloudia, 

2017). Dan dalam undang-undang nomor 6 

tahun 2014 tentang desa, akuntabilitass 

dipandang sebagai keseluruhan proses atau 

kegiatan yang dilakukan pemerintah desa 

dalam melaksanakan kewajibannya dengan 

pemahaman penuh dari aparatur 

pemerintah desa yang dilakukan dengan 

kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan.   

  Berdasarkan pengertian di atas 

dapat ditarik kesimpulan bahwa 

akuntabilitas merupakan 

pertanggungjawaban yang dilakukan oleh 

aparatur negara (pemerintah desa) atas apa 

yang telah mereka capai dari program 

kerja selama periode tertentu. Salah satu 

laporan pertanggungjawaban adalah 

laporan mengenai pengelolaan keuangan 

yang meliputi perencanaan keuangan, 

penggunaan keuangan dalam program 

kerja, serta evaluasi dari semua 

penggunaan keuangan yang telah 

digunakan. Dengan dilakukannya 

pelaporan pertanggungjawaban atas 

kinerja pemerintah desa dapat menjadi 

bahan evaluasi atas seluruh kinerja 

pemerintah desa serta dapat menjadi acuan 

apakah terdapat pelanggaran penggunaan 

keuangan atau tidak didalam proses 

pelaksanaan program kerja pemerintah 

desa.  

 Keberhasilan akuntabilitas Alokasi 

Dana Desa (ADD) sangat dipengaruhi oleh 

isi kebijakan dan konteks 

implementasinya. Namun dalam 

pelaksanaannya sangat tergantung 

bagaimana pemerintah melakukan 

pengawasan dan pembinaan terhadap 

pengelolaan ADD, tingkat akuntabilitas 

pengelolaan ADD telah membuka ruang 

bagi masyarakat untuk menjadi aktif 

terlibat dalam penyelenggaraan 

pengawasan pembangunan, sehingga 

berpotensi menciptakan proses 

pembangunan yang transparan dan 

akuntabel dalam melaksanakan kegiatan-

kegiatan yang dibiayai dari ADD dengan 

melakukan pemantauan dan pengendalian 

terhadap kegiatan fisik yang dilaksanakan 

oleh tim pelaksana kegiatan serta 

melaporkan perkembangan pelaksanaan 

kegiatan ADD secara periodik kepada tim 

fasilitasi tingkat kecamatan.  

  Tim pelaksana kegiatan bertugas 

menyusun rencana anggaran biaya dan 

gambar konstruksi, melaksanakan kegiatan 

pembangunan dan pemeliharaan fisik serta 



mempertanggungjawabkan pelaksanaan 

kegiatan kepada tim pelaksana desa. selain 

itu untuk mendukung keterbukaan 

penyampaian informasi secara jelas kepada 

masyarakat, maka setiap pelaksanaan 

kegiatan fisik dari ADD wajib dilengkapi 

dengan papan informasi kegiatan yang 

dipasang di lokasi kegiatan guna 

mewujudkan pelaksanaan prinsip-prinsip 

transparansi dan akuntabilitas maka 

diperlukan adanya kepatuhan 

pemerintahan desa khususnya pengelola 

ADD untuk melaksanakan ADD sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku.  

 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Sesuai dengan masalah yang diteliti, maka 

jenis penelitian yang digunakan adalah 

kualitatif. Menurut Moleong (2017) pada 

buku metodologi penelitian kualitatif 

menjelaskan bahwa penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subjek penelitian misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan 

lain-lain. Secara holistik dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa, pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan 

berbagai metode alamiah.  

 

Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini, peneliti sendiri atau 

dengan bantuan orang lain merupakan alat 

pengumpul data utama. Kehadiran peneliti 

mutlak diperlukan, karena hanya manusia 

sebagai alat yang dapat berhubungan 

dengan responden atau objek lainnya, dan 

hanya manusialah yang mampu memahami 

kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan. 

Oleh karena itu pada waktu 

mengumpulkan data di lapangan, peneliti 

berperanserta pada situs penelitian dan 

mengikuti secara aktif kegiatan-kegiatan di 

lapangan, kedudukan peneliti dalam 

penelitian kualitatif cukup rumit. Peneliti 

merupakan perencana, pelaksana 

pengumpulan data, analisis, penafsir data, 

dan pada akhirnya peneliti sebagai pelapor 

hasilnya (Sugiyono, 2017). 

 

Lokasi dan Waktu Penelitian 
Tempat penilitian ini, dilakukan di Desa 

Bengteng, Kecamatan Malangke, 

Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi 

Selatan. Dengan jangka waktu penelitian 

±2 bulan dimulai pada April-Mei 2021. 

 

Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu data primer dan data 

sekunder. Dimana data Primer adalah data 

yang diperoleh secara langsung di lokasi 

penelitian berupa hasil observasi, 

wawancara mendalam dan dokumentasi. 

Dengan demikian data dan informasi yang 

diperoleh adalah data yang validasinya 

dapat dipertanggungjawabkan. 

Sedanngkan data Sekunder merupakan 

pelengkap atau data tambahan yang 

melengkapi data yang sudah ada. Data 

sekunder adalah informasi yang diperoleh 

dari dokumen buku-buku, jurnal, situs 

internet dan sebagainya yang terkait 

dengan objek penelitian. 

 

 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian 

ini adalah observasi, wawancara, 

dokumentasi, dan penelitian pustaka.  

a. Observasi digunakan sebagai teknik 

yang pertama dilakukan dalam 

mengamati secara langsung pada 

objek-objek yang akan diteliti. 

b. Wawancara digunakan untuk 

mendapatkan informasi atau 

keterangan secara langsung dari 

responden terkait dengan masalah 

yang akan diteliti. 

c. Dokumentasi merupakan teknik yang 

digunakan dalam mengumpulkan 

data-data mengenai apa yang akan 

diteliti.  

d. Penelitian pustaka dilakukan dengan 

cara mempelajari buku-buku, artikel, 

ataupun bacaan lainnya yang 

berhubungan dengan penelitian yang 

akan diteliti. 



 

Analisis Data 

Metode analisis data merupakan suatu cara 

mengolah data menjadi informasi sehingga 

karakteristik datanya mudah dipahami dan 

berguna dalam mencari solusi atas 

permasalahan peneliti. Analisis data 

diartikan sebagai kegiatan mengubah data 

penelitian menjadi informasi yang dapat 

digunakan untuk menarik sebuah 

kesimpulan. Penelitian ini menggunakan 

analisis data kualitatif  bersifat deskriptif 

yaitu analisis data yang digunakan untuk 

kegiatan pengolahan data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan 

data yang telah dikumpulkan oleh seorang 

peneliti di lapangan secara akurat dan 

sistematis. Adapun subjek dalam 

penelitian ini adalah pihak-pihak desa dan 

masyarakat, untuk pengumpulan data 

digunakan metode observasi, wawancara 

dan dokumentasi (Moleong,  2017). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Gambaran Umum Kecamatan 

Malangke 

 Kecamatan Malangke merupakan 

salah satu kecamatan di Kabupaten Luwu 

Utara yang memiliki luas wilayah 229,70 

km² dengan jumlah penduduk sebanyak 

27.720 orang, maka kepadatan penduduk 

di kecamatan ini hanya sebesar 121 orang 

per km². Dengan kata lain setiap km luas 

Wilayah di Kecamatan Malangke secara 

rata-rata hanya didiami oleh 121 orang. 

Adapun batas-batas wilayah di Kecamatan 

Malangke secara geografis yaitu sebagai 

berikut: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan 

Kecamatan Mappedeceng 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan 

Kecamatan Sukamaju 

c. Sebelah Selatan berbatsan dengan 

Teluk Bone 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan 

Kecamatan Malngke Barat 

 Kecamatan Malangke terdiri dari 

14 desa/kelurahan yang semuanya 

berstatus desa definitif, sebagian besar 

wilayah Kecamatan Malangke bukan 

daerah pantai dengan topografi yang relatif 

datar. Letaknya yang berbatasan langsung 

dengan Teluk Bone menjadikan kecamatan 

ini mempunyai 4 desa yang termasuk 

kategori desa pantai yaitu desa Benteng, 

Takkalala, Pince Pute dan Tokke, 

Kecamatan Malangke dialiri oleh 3 sungai 

yang sebagian besar mengalir di Desa 

Benteng yang menjadi objek utama dalam 

penelitian ini. 

 

Gambaran Umum Desa Benteng 
 Desa Benteng merupakan salah 

satu desa yang terletak di wilayah 

Kecamatan Malangke dengan luas wilayah 

31.71 km². Luas wilayah ini terbagi atas 

tiga jenis peruntukan mulai dari lahan 

perkebunan, tambak, kehutanan sampai 

pada daerah pemukiman dengan batas-

batas wilayah desa sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa 

Malangke dan Tokke 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan 

Teluk Bone 

c. Sebelah Timur berbatasan dengan 

Desa Takkalala 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa 

Tolada.  

 

Pembahasan 
 Seluruh kegiatan yang didanai 

Alokasi Dana Desa(ADD) direncanakan, 

dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka 

dengan melibatkan seluruh unsur 

masyarakat di desa, dimana seluruh 

kegiatan harus dapat dipertanggujawabkan. 

Dana bantuan program Alokasi Dana Desa 

yang dimaksud adalah dana mengenai 

perincian dana dari pemerintah kabupaten 

yang diberikan kepada pemerintah desa 

yang digunakan untuk kegiatan 

operasional pemerintah dan pemberdayaan 

masyarakat. penyaluran Alokasi Dana 

Desa dilakukan secara bertahap pada desa 

benteng, yakni tahap I dengan persentase 

40% pada tanggal 22 April 2020 sebesar 

Rp 693.439.150,00, tahap II dengan 

persentase 40% pada tanggal 21 Juli 2020 



sebesar Rp 693.439.150,00 dan tahap III 

dengan persentase 20% pada tanggal 7 

desember 2020 sebesar Rp 

261.855.700,00. 

 Penggunaan Alokasi Dana Desa 

yang diterima digunakan untuk 5(lima) 

bidang yaitu (1) Bidang Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa sebesar 

Rp.484.001.630,00, (2) Bidang 

Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar 

Rp. 768.508.714,00, (3) Bidang 

Pembinaan Desa sebesar Rp.26.800.000.00 

(4) Bidang Pemberdayaan Masyaraka 

sebesar Rp45.650.900,00, (5) Bidang 

Penanggulangan Bencana, Keadaan 

Darurat dan Mendesak Desa 

Rp441.200.000,00. Berikut ini adalah 

program kerja penggunaan Alokasi Dana 

Desa tahun 2020. 



 

Tabel 4.1 

Program Kegiatan Alokasi Dana Desa 

Tahun 2020 

No Program Anggaran (Rp) 

1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa  

 
- Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan 

Operasional Pemerintah Desa 
410.413.000,00 

 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa 64.588.630,00 

 - Pengelolaan Administrasi Kependudukan 9.000.000,00 

 Jumlah 484.001.630.00 

2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa  

 - Sub Bidang Pendidikan 37.848.000,00 

 - Sub Bidang Kesehatan 22.900.000,00 

  - Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan ruang 544.292.714.00 

 - Sub Bidang Kawasan Pemukiman 134.866.000,00 

 
- Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan 

Informasi 
28.600.000,00 

 Jumlah 768.508.714,00 

3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan  

 
- Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban dan 

Keamanan 
4.800.000,00 

 - Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 7.200.000,00 

 - Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 14.800.000,00 

 Jumlah 26.800.000,00 

4 Bidan Pemberdayaan Masyarakat  

 - Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 40.650.900,00 

 - Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal 5.000.000,00 

 Jumlah  45.650.900,00 

5 
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan 

Mendesak 
 

 - Sub Bidang Penanggulangan Bencana 20.000.000,00 

 - Sub Bidang Keadaan Mendesak 421.200.000,00 

 Jumlah 441.200.000,00 

 Total Belanja Desa 1.766.161.244,00 

Sumber : Kantor Desa Benteng 2020 



 

4.1.1 Trasparansi Pelaksanaan Alokasi 

Dana Desa 

 Transparani adalah prinsip 

keterbukaan yang memungkinan 

masyarakat untuk mengetahui dan 

mendapatkan akses informasi seluas-

luasnya tentang keuangan daerah. Dengan 

adanya transparansi menjamin akses atau 

kebebasan bagi setiap orang untuk 

memperoleh informasi tentang 

penyelenggaraan pemerintahan. 

 Pada pasal 4 ayat 7 Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

No.37 Tahun 2007, tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah dikatakan 

trasparan adalah prinsip keterbukaan yang 

memungkinkan masyarakat untuk 

mengetahui dan mendapatkan akses 

informasi yang seluas-luasnya tentang 

keuangan daerah. Dengan adanya 

transparansi menjamin akses atau 

kebebasan bagi setiap orang untuk 

memperoleh informasi tentang 

penyelenggaraan pemerintahan yakni 

informasi tentang kebijakan, proses 

pembuatan dan pelaksanaanya, serta hasil-

hasil yang dicapai, trasparansi hendaknya 

diterapkan dalam pelaksanaan peraturan 

pemerintah salah satunya dari pelaksanaan 

Alokasi Dana Desa (ADD). 

 Dalam pelaksanaan program ADD 

ini, dibutuhkan keterbukaan dari tim 

pelaksana desa kepada seluruh masyarakat. 

Salah satu wujud nyata dari tim pelaksana 

desa di Desa Benteng dalam mendukung 

keterbukaan informasi program ADD 

adalah dengan memasang baliho dan 

papan informasi yang berisikan jadwal 

pelaksanaan kegiatan yang sedang 

dilaksanakan. Baliho dan  papan informasi 

tersebut sekurang-kurangnya memuat 

nama kegiatan, volume kegiatan, besaran 

anggaran kegiatan, dan waktu pelaksanaan 

kegiatan. 

 Menurut hasil wawancara dengan 

pemerintah desa di Desa Benteng, 

Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu 

Utara, prinsip transparansi tersebut telah 

diterapkan. Hal ini dapat disimpulkan dari 

hasil wawancara dengan kepala desa 

Bapak Drs. Nidal Waje dan bendahara 

desa Bapak Rahman sebagai berikut:  

“Seperti pasang baliho, itu 

kalau kami mau adakan  

pembangunan atau 

program kerja dicetakkan 

baliho jadi ditau semua ini 

anggarannya sekian. Selain 

itu setiap ada pencairan 

ADD kami selalu 

munculkannya lewat papan 

informasi yang ditempel di 

kantor desa, jadi setiap ada 

anggaran yang masuk dan 

keluar kami selalu 

memaparkannya lewat 

papan informasi.”  

(wawancara dilaksanakan 

pada tanggal 18 Mei 2021 

di Kantor Desa Benteng 

Kecamatan Malangke 

Kabupaten Luwu Utara). 

 

  Hal yang senada juga dipaparkan 

oleh Bapak Rahman selaku bendahara desa 

sebagai berikut: 

“Itu, kalau kita mau 

mencairkan dana kan 

semuanya sudah ada 

masing-masing posnya, jadi 

kita libatkan semua dan 

yang terpenting kita tempel 

di kantor desa supaya 

masyarakat dengan mudah 

melihatnya, dan kalau ada 

kegiatan yang kita lakukan 

seperti membuat talut kami 

kami selalu membuatkan 

papan informasi yang 

ditulis seperti jenis 

kegiatan, volume, dan 

anggaran.” (wawancara 

dilaksanakan pada tanggal 

18 Mei 2021 di Kantor Desa 

Benteng Kecamatan 

Malangke Kabupaten Luwu 

Utara). 

 

 Hasil wawancara tersebut 



menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan 

ADD senantiasa dilaporkan perkembangan 

pelaksanaan kegiatan oleh pengelola 

tingkat desa, terutama perkembangan 

kegiatan fisik, dengan demikian dapat 

diketahui bahwa pelaksanaan Alokasi 

Dana Desa (ADD) sudah memenuhi 

ketentuan. 

 Kedua pernyataan pemerintah desa 

di atas senada dengan salah satu warga di 

Desa Benteng Bapak Jidi, berikut 

pernyataannya: 

“Biasanna ka papan koro i 

tempele, terus iyuki ni koro 

anggaranna si bawa 

kegiatanna”. 

(Biasanya terdapat papan 

informasi yang ditempel, di 

papan itu dituliskan 

anggaran dan kegiatan). 

wawancara dilaksanakan 

pada tanggal 22 Mei 2021 

di kediaman yang 

bersangkutan di Desa 

Benteng Kecamatan 

Malangke Kabupaten Luwu 

Utara. 

 

 Pernyataan warga di atas dapat 

disimpulkan bahwa papan informasi yang 

ditempelkan adalah bentuk trasparansi 

pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di 

Desa Benteng. Selain papan nama 

kegiatan, informasi tentang seluruh 

program ADD wajib disajikan di kantor 

desa yang dapat diakses oleh masyarakat 

desa. Kedua hal tersebut dilakukan dalam 

rangka melaksanakan prinsip transparansi 

pembangunan desa, sehingga masyarakat 

secara bebas dapat mengetahui tentang 

pelaksanaan ADD maupun memberikan 

kritik dan saran kepada tim pelaksana desa 

demi kesempurnaan pengelolaan Alokasi 

Dana Desa. 

4.1.2 Transparansi 

Pertanggungjawaban Alokasi Dana 

Desa 

 Pertanggungjawaban ADD di Desa 

Benteng Kecamatan Malangke terintegrasi 

dengan pertanggungjawaban APBDes. Hal 

ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 

pengelolaan keuangan desa, peraturan 

tersebut dimaksudkan untuk memberikan 

landasan hukum bidang keuangan desa, 

sumber keuangan desa, anggaran 

pendapatan dan belanja desa. Adapun 

contoh transparansi pertanggungjawaban 

ADD dari sisi fisik yang di lakukan di 

Desa Benteng dapat dikatakan berhasil, hal 

ini dapat disimpulkan dari hasil 

wawancara dengan kepala desa Bapak Drs. 

Nidal Waje sebagai berikut. 

“iya sudah ada, kami 

bangun talut di dusun 

bangkese dan dermaga di 

dusun cappasolo.” 

(wawancara dilaksanakan 

pada tanggal 18 Mei 2021 

di Kantor Desa Benteng 

Kecamatan Malangke 

Kabupaten Luwu Utara). 

 

 Hasil wawancara di atas dapat 

memberikan bukti fisik bahwa transparansi 

pertanggungjawaban ADD di Desa 

Benteng telah memenuhi aturan yang 

berlaku. Hal ini juga senada dengan yang 

disampaikan oleh bendahara desa Bapak 

Rahman, adapun hasil wawancaranya 

sebagai berikut. 

“kalau itu trasparansi 

pertanggungjawaban saya 

rasa sudah, karena belum 

ada masyarakat yang 

mengeluh dan memprotes, 

karena yang kita lakukan 

semua kita sertai dengan 

bukti dan didepan 

masyarakat itu sendiri.” 

(wawancara dilaksanakan 

pada tanggal 18 Mei 2021 

di Kantor Desa Benteng 

Kecamatan Malangke 

Kabupaten Luwu Utara). 

 

  Hasil wawancara di atas dapat 

menunjukkan bahwa transparansi 

pertanggungjawaban ADD di Desa 

Benteng sudah bertanggungjawab karena 



setiap kegiatan yang dilakukan aparat desa 

disertai dengan bukti dan dilakukan 

dengan melibatkan masyarakat. Hal ini 

juga selaras dengan apa yang disampaikan 

oleh salah satu warga yang ada di Desa 

Benteng Bapak Mantong, berikut adalah 

pernyataan beliau. 

“sekarang sudah gampang, 

karena sekarang ada 

peraturan daerah yang 

mewajibkan semua 

anggaran yang menyangkut 

tentang alokasi dana desa 

di buatkan spanduk, dan 

wajib d buat semua kepala 

desa. Terus dipasang di 

pinggir jalan yang 

memudahkan masyarakat 

melihatnya.” (wawancara 

dilaksanakan pada tanggal 

26 Mei 2021 di kediaman 

yang bersangkutan di Desa 

Benteng Kecamatan 

Malangke Kabupaten Luwu 

Utara). 

 

 Pernyataan di atas menunjukkan 

bahwa apa yang dikatan bendahara desa 

memang benar diterapkan. Menurut 

pernyataan warga, transparansi ADD 

diterapkan oleh perangkat desa dengan 

cara memasang spanduk yang berisi 

tentang penggunaan anggaran setiap 

kegiatan atau pembangunan fisik di desa. 

hal ini dapat menunjukkan bahwa 

masyarakat merasa telah memiliki 

pemerintah yang transparan ketika aparat 

desa dengan trasparan menunjukkan 

spanduk yang berisi penggunaan anggaran 

setiap kegiatan di desa. 

 Dari beberapa pernyataan informan 

di atas dapat dikatakan bahwa trasparansi 

pertanggujawaban di Desa Benteng sudah 

baik. Hal ini terbukti dengan senadanya 

pernyataan aparat desa dan masyarakat. 

4.1.3 Akuntabilitas Pelaksanaan 

Alokasi Dana Desa 

 Akuntabilitas adalah suatu 

pertanggujawaban oleh pihak-pihak yang 

diberi kepercayaan oleh 

masyarakat/individu dimana nantinya akan 

diketahui bahwa apakah program kerja 

yang dilaksakan berhasil atau gagal. 

Pertanggungjawaban tersebut berkaitan 

langsung dengan aktivitas birokrasi dalam 

memberikan pelayan sebagai kontra 

prestasi atas hak-hak yang telah dipungut 

langsung atau tidak langsung dari 

masyarakat. Pertanggungjawaban perlu 

dilakukan melalui media yang selanjutnya 

perlu  dikomunikasikan kepada seluruh 

pihak baik pihak internal(stakeholder) 

maupun masyarakat umum.  

 Penggunaan Alokasi Dana Desa 

yang diterima oleh desa digunakan untuk 

pembiayaan penyelenggaraan pemerintah 

desa dan biaya pemberdayaan masyarakat. 

Dimana untuk biaya penyelenggaraan 

pemerintah meliputi biaya perawatan 

kantor dan lingkungan kator kepala desa, 

biaya operasional tim pelaksanan 

pemerintahan, tunjangan dan operasional 

BPD, tunjangan kepala desa, honorarium 

RT/RW, honorarium pengelola keuangan, 

honorarium PKK, dan lain-lain. 

Sedangkan untuk biaya pemberdayaan 

masyarakat sendiri meliputi biaya 

pembangunan sarana dan prasarana desa, 

PKK, karang taruna, belanja penguatan 

kelembagaan dan lainnya. 

 Tingkat akuntabilitas dalam 

implementasi pengelolaan ADD dimulai 

dari perencanaan, pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban. Sebagaimana 

ketentuan dalam Peraturan Mentri Dalam 

Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 

pedoman pelaksanaan ADD, menyebutkan 

bahwa secara umum pengelolaan ADD 

harus berpedoman pada prinsip-prinsip 

sebagai berikut: 

1. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara 

transparan / terbuka dan diketahui 

oleh masyarakat luas. 

2. Masyarakat berperan aktif mulai 

proses perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan, dan pemeliharaan. 

3. Seluruh kegiatan dapat 

dipertanggungjawabkan secara 

administratif, teknis dan hukum. 

4. Memfungsikan peran lembaga 



kemasyarakatan sesuai tugas pokok 

dan fungsinya. 

5. Hasil kegiatan dapat diukur dan dapat 

dinilai tingkat keberhasilannya. 

6. Hasil kegiatan dapat dilestarikan dan 

dikembangkan secara berkelanjutan 

dengan upaya pemeliharaan melalui 

partisipasi masyarakat. 

 Pelaksanaan kegiatan-kegiatan 

yang pembiayaannya bersumber dari 

Alokasi Dana Desa (ADD) sepenuhnya 

dilaksanakan oleh tim pelaksana desa. 

Guna mendukung keterbukaan dalam 

penyampaian informasi secara jelas kepada 

masyarakat, maka di setiap kegiatan fisik 

wajib dilengkapi dengan papan informasi 

kegiatan yang dipasang di papan anggaran. 

Papan informasi tersebut sekurang-

kurangnya memuat nama kegiatan, volume 

kegiatan, besaran anggaran dari ADD dan 

waktu palaksanaan kegiatan. Tidak hanya 

demikian, dalam mewujudkan 

akuntabilitas pelaksanaan ADD, baiknya 

disertakan bukti-bukti transaksi yang 

digunakan dalam kegiatan desa.  

 Berikut adalah hasil wawancara 

dengan Bapak Nidal Waje selaku kepala 

desa Benteng : 

“Iye ka maneng yaro ku 

taro ko kantoro e (iye ada 

semua saya taro di kantor), 

setiap melakukan pembelian 

barang maupun jasa selalu 

di sertai dengan bukti 

kwitansi.” (wawancara 

dilaksanakan pada tanggal 

18 Mei 2021 di Kantor Desa 

Benteng Kecamatan 

Malangke Kabupaten Luwu 

Utara). 

 

 Hal tersebut juga senada dengan 

yang disampakan oleh bendahara desa 

Benteng Bapak Rahman berikut hasil 

wawancaranya : 

”kalau itu lengkap ji semua, 

karena setiap kami 

melakukan pembelian 

barang maupun jasa kami 

selalu setai dengan bukti 

pembelian slip kwitansi, 

dan kami simpan baik 

semua.” (wawancara 

dilaksanakan pada tanggal 

18 Mei 2021 di Kantor Desa 

Benteng Kecamatan 

Malangke Kabupaten Luwu 

Utara). 

 

 Hasil wawancara yang dilakukan 

dengan kedua pemerintah desa 

menunjukkan bahwa akuntabilitas 

pelaksanaan ADD dilakukan dengan 

penyimpanan bukti-bukti transaksi 

pengeluaran yang digunakan dalam 

melaksanakan Alokasi Dana Desa (ADD).  

 Akuntabilitas pelaksanaan ADD 

juga diungkapkan oleh salah satu warga di 

Desa Benteng Ibu Meri, berikut adalah 

pernyataan beliau. 

“kalau secara pelaksana ya 

kepala desa, tapi yang 

paling penting 

tanggungjawab bersama, 

karena menyangkut tentang 

fasilitas umum. Tugas ta 

maneng nah yaro jagai yae. 

Supaya de’ na magatti 

masolang apa idi gamai na 

sussai akko masolang i”.  

(Jika secara pelaksanaan 

kepala desa, tapi yang 

paling bertanggungjawab 

adalah secara bersama, 

karena ini menyangkut 

fasilitas umum. Sudah 

menjadi tugas kita bersama 

menjaganya supaya tidak 

cepat terjadi kerusakan, 

karena akan menyusahkan 

kita jga nantinya). 

wawancara dilaksanakan 

pada tanggal 24 Mei 2021 

di kediaman yang 

bersangkutan di Desa 

Benteng Kecamatan 

Malangke Kabupaten Luwu 

Utara. 

 

 Pernyataan warga di atas 



menandakan bahwa setiap pelaksanaan 

ADD memang tanggungjawab seorang 

kepala desa, namun untuk menjaga semua 

fasilitas dan infrastruktur adalah kewajiban 

bersama. Sikap kepala desa yang 

mengikutsertakan masyarakat dalam setiap 

pelaksanaan ADD merupakan suatu 

penerapan dari prinsip akuntabilitas.  

 Dari hasil penelitian tersebut di 

atas dapat dirangkum bahwa akuntabilitas 

pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa 

Benteng sudah berdasarkan prinsip 

tanggunggugat maupun prinsip 

tanggungjawab, walaupun belum 

sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang 

ada. Dengan demikian perlu dilakukan 

penyempurnaan secara berkelanjutan 

dengan tetap menyesuaikan situasi dan 

kondisi serta perkembangan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.     

4.1.4 Akuntabilitas 

Pertanggungjawaban Alokasi Dana 

Desa 

 Sesuai dengan Permendagri Nomor 

113 Tahun 2014 yaitu 

Pertanggungjawaban dana ADD 

merupakan satu kesatuan dengan 

pertanggungjawaban APBDes, sehingga 

bentuk pertanggungjawabannya adalah 

pertanggungjawaban APBDes. Jenis 

pelaporan yang harus ada adalah laporan 

berkala dan laporan akhir. Laporan berkala 

yaitu laporan mengenai pelaksanaan 

penggunaan ADD yang dibuat secara rutin 

paling lambat tanggal 10 setiap bulannya 

mencakup realisasi penerimaan dana, 

belanja operasional, belanja pemberdayaan 

masyarakat dan belanja transfer. 

Sedangkan laporan akhir adalah laporan 

akhir dari penggunaan dana ADD 

mencakup perkembangan pelaksanaan dan 

penyerapan dana, masalah yang dihadapi 

dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir 

penggunaan dana. 

 Pertanggungjawaban dana ADD 

tersebut harus dilaporkan secara transparan 

dan memenuhi prinsip akuntabel, hal ini 

telah menjadi tugas bagi bendahara desa, 

Bapak Rahman sebagai salah satu 

informan yang bekerja sebagai bendahara 

di Desa Benteng membuat laporan 

keuangan dengan aturan dari pemerintah 

Kabupaten, berikut adalah hasil 

wawancaranya: 

“Saya yang buat laporan, 

dan laporan kegiatannya 

juga sama ketua kegiatan, 

karena setiap kita LPJ pasti 

ada tanda tangan dari ketua 

kegiatan. Klw format 

laporan keuangan itu 

langsung dari kabupaten 

memang, jadi kita tinggal 

mengisi saja karena ada mi 

pos-posnya semua dan 

kalau ada yang tidak sesuai 

akan di kembalikan untuk 

diperbaiki lagi.” 

(wawancara dilaksanakan 

pada tanggal 18 Mei 2021 

di Kantor Desa Benteng 

Kecamatan Malangke 

Kabupaten Luwu Utara).  

 

  Selain itu pertanggungjawaban 

kepada masyarakat dilakukan secara 

periodik setiap tiga bulan sekali melalui 

forum evaluasi pelaksanaan ADD yang 

dipimpin oleh kepala desa Bapak Drs. 

Nidal Waje berikut hasil wawancaranya : 

“Kalau evaluasi itu 

tergantung dari laporannya, 

kalau ada lagi cair usulan 

dilaporkan lagi. Evaluasi 

yang dilaksanakan itu 

merupakan wujud nyata 

dari pemerintah desa untuk 

mempertanggungjawabkan 

kepada masyarakat secara 

terbuka”. (wawancara 

dilaksanakan pada tanggal 

18 Mei 2021 di Kantor Desa 

Benteng Kecamatan 

Malangke Kabupaten Luwu 

Utara).  

 

 Penerapan prinsip akuntabilitas di 

Desa Benteng dalam pertanggungjawaban 

administrasi dan pelaporan keuangan dapat 

dikatakan belum semua sempurna. Hal ini 



dapat disimpulkan dari pernyataan salah 

satu warga di Desa Benteng Bapak 

Mantong berikut adalah pernyataan beliau: 

“Kalau laporan kegiatan itu 

kita tidak di tahu 

sepenuhnya, tapi setiap ada 

kegiatan atau ada dana 

cair, pak desa biasa 

liatkanki laporan 

pengeluarannya sama 

bukti-bukti pengeluarannya, 

biasa juga na bacakan ki 

kalau ada rapat-

rapat”.(wawancara 

dilaksanakan pada tanggal 

26 Mei 2021 di kediaman 

yang bersangkutan di Desa 

Benteng Kecamatan 

Malangke Kabupaten Luwu 

Utara.). 

 

  Pernyataan Bapak Mantong di atas 

membuktikan bahwa aparat desa sudah 

berusaha akuntabel dalam 

mempertanggungjawabkan ADD dalam 

bentuk laporan, namun belum  sepenuhnya 

sempurna. Jadi laporan 

pertanggungjawaban administrasi yang 

dilakukan oleh aparat Desa Benteng belum 

sepenuhnya sempurna karena masih 

kurangnya pengetahuan aparat desa akan 

pembuatan laporan tersebut.  

 

Kesimpulan 

 Asas pengelolaan Alokasi Dana 

Desa menurut Permendagri 113 tahun 

2014 yakni dikelola berdasarkan asas-asas 

transparan, akuntabel, partisipatif serta 

dilakukan dengan tertib dan disiplin 

anggaran. Transparansi merupakan bentuk 

kesungguhan pemerintah desa untuk 

menunjukkan keseriusan tentang 

pengelolaan anggaran yang dilakukan, dan 

ditunjukkan secara terbuka agar 

masyarakat desa mampu menjadi 

pengawas terhadap kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan dan untuk meminimalisir 

terjadinya kecurangan di dalam 

pelaksanaan kegiatan yang dilakukan. Jika 

semua kegiatan yang terlaksana dilakukan 

secara transparan maka perkembangan 

desa bisa dengan pesat terjadi karena 

anggaran yang dikeluarkan pemerintah 

bisa bermanfaat secara maksimal terhadap 

sektor-sektor yang telah direncakan 

bersama oleh pemerintah baik pemerintah 

kabupaten maupun aparat desa bersama 

dengan masyarakat. 

 Akuntabilitas merupakan 

perwujudan dari kewajiban dari suatu 

organisasi dalam hal ini pemerintah desa 

untuk mempertanggungjawabkan segala 

kegiatan yang telah dikerjakan secara 

akuntabel. Yang mana laporan tersebut 

haruslah terssusun secara rapi dan 

sistematis sehingga mudah dipahami oleh 

orang yang membacanya dalam hal ini 

adalah pengawas dan tentunya masyarakat 

desa. laporan yang disampaikan tentunya 

dari awal kegiatan hingga selesai yang 

tersusun secara akuntabel. 

a. Kesimpulan transparansi Alokasi 

Dana Desa Benteng Kecamatan 

Malangke dari hasil penelitian dan 

analisis yang dilakukan peneliti 

menerangkan bahwa pengelolaan 

anggaran alokasi dana desa yang 

dilakukan oleh pihak Desa Benteng 

Kecamatan Malangke telah 

menggunakan format sesuai dengan 

Permendagri nomor 113 tahun 2014 

yakni dengan adanya spanduk dan 

papan informasi yang dipasang oleh 

pemerintah desa setiap ada kegiatan 

yang dilakukan dan melibatkan 

masyarakat untuk ikut serta dalam 

kegitan pembangunan tersebut. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

Desa Benteng Kecamatan Malangke 

sudah transparan dalam pengelolaan 

Alokasi Dana Desa.  

b. Kesimpuan akuntabilitas Alokasi 

Dana Desa Benteng Kecamatan 

Malangke dari laporan 

pertanggungjawaban administrasi 

yang dilakukan oleh pemerintah Desa 

Benteng Kecamatan Malangke bisa 

disimpulkan bahwa laporan yang 

disajikan belum sepenuhnya sempurna 

karena keterbatasan pengetahuan 



sumber daya manusia dibidang 

keuangan.  

Saran 
 Dalam penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti tentang sistem penataan 

pengelolaan alokasi dana desa yang 

dilakukan oleh aparat Desa Benteng 

Kecamatan Malangke sesuai dengan 

Permendagri nomor 113 tahun 2014 

mengenai pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban alokasi dana desa. 

Terjadinya kesulitan untuk mendapatkan 

data yang lengkap tentang program yang 

telah dikerjakan oleh aparat pemerintah 

desa sehingga apa yang peneliti sajikan ini 

hanya sebatas pembanding atas apa yang 

telah dikerjakan dilapangan dengan apa 

yang menajadi peraturan pemerintah pusat 

tentang pengelolaan alokasi dana desa. 

Sehingga melalui tulisan ini penulis hanya 

bisa memberi saran bagi pemerintah desa 

setempat agar bisa menyediakan sarana 

informasi dalam bentuk digital agar 

masyarakat jauh lebih mudah untuk 

mengakses tentang kegiatan-kegiatan yang 

telah dilakukan oleh pemerintah desa. Dan 

kepada peneliti selanjutnya penulis hanya 

bisa memberi saran untuk kiranya dapat 

mencari lebih banyak lagi informasi dan 

bisa menyajikan lebih detail lagi tentang 

data-data pengelolaan keuangan di Desa 

Benteng Kecamatan Malangke. 
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